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5. Kecukupan informasi dalam surat pengaduan masyarakat jika materi pengaduan
telah memenuhi unsur 5W+ 2H, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

What (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)

Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang
diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan
jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan serta dampak adanya penyimpangan.

Who (Siapa - Pihak-Pihak yang Terkait)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan
penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan
penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan
keterangan/ penjelasan.

Where (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan
khususnya institusi/unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini
sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan bidang
investigasi serta membantu dalam menentukan Jocus (tempat dimana
penyimpangan tersebut terjadi).

When (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan ini terjadi yang akan
mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan bidang investigasi.
Penentuan tempus (saat/waktu terjadinya penyimpangan) membantu
pemahaman Auditor atas peraturan perundang- undangan yang berlaku saat
terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses
kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang
beriaku.

Why (Mengapa- Penyebab Terjadinya Penyimpangan)

Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan
penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan
penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat
(intent).

How (Bagaimana- Modus Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang
akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut
serta meyakini penyembunyian (concealment), dan pengonversian
(convertion) hasil penyimpangan.

How Much (Berapa Banyak)

Informasi ini berkaitan dengan berapa banyak dampak keuangan yang
ditimbulkan akibat penyimpangan.

Dalam rangka menguji kecukupan informasi atas materi pengaduan, Penelaah
mencari dan menggunakan sumber informasi lainnya, diluar informasi yang
tersaji dalam Surat Pengaduan Masyarakat. Sumber informasi lainnya meliputi
dan tidak terbatas pada:

(1) Data yang terpublikasi (contoh: data perusahaan, putusan pengadilan,
peraturan perundang-undangan, dan lain-lain)

(2) Media sosial

(3) Database berbasis online

(4) Pencarian data dan informasi melalui intemet.
(5) Artikel media.
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9) Kriteria suatu pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Audit
Tujuan Tertentu adalah:

(1) Telah memenuhi kecukupan informasi SW + 2H atau terdapat keyakinan
yang cukup berdasarkan pertimbangan profesional Auditor bahwa
laporan/pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti minimal informasi
harus memenubhi kriteria 3W (what, where, when).

(2) Terdapat data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain
yang mendukung laporan/pengaduan masyarakat tersebut yang
mendukung pertimbangan profesional/pendapat penelaah berdasarkan
hasil penelitian awal.

(3) Obyek pengaduan tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

(4) Surat Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tebo atau melalui Bupati Tebo.

10) Tim Penelaah melakukan penelitian awal terhadap surat pengaduan
masyarakat untuk mendukung pertimbangan profesional atas informasi
pengaduan masyarakat yang memenuhi kriteria 3W.

11) Dalam hal Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo menerima laporan dan/atau
pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang, dengan memperhatikan:

(1) Pengaduan masyarakat yang menyangkut Program Strategis Nasional
(PSN) diteruskan kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau
bupati/walikota yang melaksanakan proyek/pembangunan tersebut
dengan mengacu pada proses penyelesaian yang mendahulukan proses
administrasi (Pasal 31 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016).

(2) Pengaduan masyarakat yang tidak menyangkut tugas dan kewenangan
APIP Inspektorat Kabupaten Tebo, maka diteruskan kepada
APIP/Pengawas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

12) Hasil telaah atas Surat Pengaduan Masyarakat memberikan saran kepada
kepada Inspektur Daerah Kabupaten Tebo berupa pendapat penelaah
tentang perlakuan lebih lanjut, yaitu:

(1) Ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, jika:
a. Obyek pengaduan bukan termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

b. Surat Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tebo maupun melalui Bupati Tebo.

c. Memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang (5W+2H) atau
terdapat keyakinan yang cukup berdasarkan pertimbangan profesional
Auditor bahwa laporan/pengaduan masyarakat layak ditindaklanjuti
minimal informasi memenuhi kriteria 3W (what, where, when).

(2) Dijawab kepada pengirim Laporan atau Surat Pengaduan Masyarakat
jika:
a. Surat Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tebo maupun melalui Bupati Tebo.

b. Substansi pengaduan menyangkut permintaan klarifikasi atau
substansi lainnya yang perlu mendapat penjelasan.

(3) Diteruskan kepada APIP/Pengawas lainnya sesuai dengan tugas dan
wewenangnya, jika:

a. Surat Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tebo maupun melalui Bupati Tebo.
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b. Obyek pengaduan merupakan kegiatan pada
Kementerian/Lembaga/BUMN/Badan umum lainnya vyang tidak
menyangkut tugas dan kewenangan APIP Inspektorat Daerah
Kabupaten Tebo.

(4) Diarsip sebagai bahan/bahan informasi dalam tugas pengawasan, jika:

a. Tidak memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang (5W+2H) atau tidak
terdapat keyakinan yang cukup berdasarkan pertimbangan profesional
Auditor bahwa laporan/pengaduan masyarakat tidak layak
ditindaklanjuti.

b. Surat Pengaduan Masyarakat tidak langsung kepada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tebo maupun melalui Bupati Tebo.

c. Obyek pengaduan merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

Pj. BUPATI TEBO,

ASP
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